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Abstract

The Indonesian criminal law still applies the death penalty. The legal politics of The Indonesian Government have impacted on the death penalty sentences and/or its executions. The Indonesian Government have carried out moratorium of the death penalty execution, but not on the convictions. On the draft of Criminal Code, the death penalty is classified as an alternative punishment, not as a main punishment. The research quation is how are the regulations, procedures, and conditions needed to convert the death penalty to other punishment, trough the death penalty as an alternative punishment. This research use an qualitative approach.  There are several defferences of consequence between the use term of the death penalty inmate and the prisoner, which is shoud be regulations harmonized, so that the correctional institution can provide effectively coaching. The coaching of the correctional institution shoud be based on considerations of the crimal act, the sentence, and gender, so that it can effectively achive the purpose of the punishment. The coaching of the death penalty inmates within ten years, may be the consideration of converting the death penalty to imprisonment, which must be regulated in law.   
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Abstrak

Hukum pidana di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Politik hukum Pemeritah Indonesia berpengaruh kepada penjatuhan pidana mati dan/atau eksekusinya. Pemerintah Indonesia saat ini memberlakukan moratorium atas ekesekusi pidana mati, namun tidak pada penjatuhan pidananya. Dalam perkembangan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), pidana mati diklasifikasikan menjadi pidana alternatif, bukan lagi pidana pokok. Pertanyaan pada Penelitian ini adalah bagaimana dasar hukum, prosedur, dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk merubah jenis pidana dari pidana mati menjadi pidana lainnya melalui mekanisme pidana mati sebagai pidana alternatif? Kajian ini ditujukan untuk menjawab petanyaan penelitian tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan istilah Terpidana Mati dan Narapidana yang berbeda konsekuensi hukumnya seharusnya diselaraskan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga LAPAS dapat berperan efektif dalam pembinaan keduanya. Pembinaan yang dilakukan LAPAS terhadap Terpidana Mati maupun Narapidana seharusnya didasarkan pada pertimbangan tindak pidana yang dilakukan dan jenis pidana yang dijatuhkan, selain pertimbangan umur dan jenis kelamin sehingga dapat efektif mencpai tujuan pemidanaan. Pembinaan atas terpidana mati dalam kurun waktu sepuluh tahun dinilai dapat menjadi dasar bagi Terpidana Mati untuk memohon perubahan pidana mati menjadi pidana penjara sementara waktu, yang harus diatur dalam undang-undang.

Kata kunci: pidana mati dan pidana alternatif.


1

PENDAHULUAN
Dalam periode 2004—2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan perang terhadap narkoba (narkotika dan obat/ bahan berbahaya) sebagai salah satu agenda penegakan hukum. Pernyataan ini dilatarbelakangi oleh semakin maraknya peredaran narkoba yang mengancam generasi muda Indonesia. Penegak hukum menerjemahkan politik hukum Presiden ini dengan mengancam, mendakwa, dan/atau menuntut para tersangka atau terdakwa dengan pemidanaan tertinggi, yakni pidana mati. Selanjutnya berdasarkan pembuktian dalam sidang pengadilan, Majelis Hakim menjatuhkan pidana mati. Vonis pidana mati dijatuhkan sebagai dukungan nyata terhadap politik hukum Presiden. Selain, perkara-perkara narkoba, vonis pidana mati pada periode ini juga dijatuhkan pada tindak pidana pembunuhan berencana dan terorisme. Selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudoyono vonis pidana mati telah dijatuhkan sebanyak 143 kali,[footnoteRef:1] dan eksekusi mati telah dilakukan sebanyak 16 (enam belas) terpidana.[footnoteRef:2] [1:  Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Hukuman Mati dalam Angka 2004—2014,. http://multimedia.elsam.or.id/hukuman-mati-dalam-angka-2004-2014/, Diunduh pada 17 Januri 2018.]  [2:  Kompas, Eksekusi Mati di Era Jokowi Lebih Banyak daripada Era Sby, http://nasional.kompas.com/read/2017/10/08/20283771/komnas-ham-eksekusi-mati-di-era-jokowi-lebih-banyak-daripada-era-sby, Diunduh pada 17 Januari 2018.] 

Pada periode pemerintahan selanjutnya sejak 2014 sampai dengan saat ini yang sudah berlangsung 6 tahun telah dieksekusi mati 18 (delapan belas) terpidana. Pelaksanaan eksekusi mati ini dibagi menjadi 3 (tiga) gelombang, yakni pada 18 Januari 2015, 29 April 2015, dan 29 Juli 2016.[footnoteRef:3] Pada 2015 terjadi 14 (empat belas) kali eksekusi mati, sedangkan pada 2016 terdapat 4 (empat) kali eksekusi.[footnoteRef:4]  [3:  CNN Indonesia. Tiga Gelombang Eksekusi Mati Era Jokowi. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160729185547-15-148006/tiga-gelombang-eksekusi-mati-era-jokowi. Diunduh pada 17 Januari 2018.]  [4:  Cornell Center on Death Penalty Worldwide, Death Penalty Database - Indonesia, https://dpw.pointjupiter.co/country-search-post.cfm?country=Indonesia, diunduh padda 4 Februari 2021. ] 

Eksekusi mati ini tetap berlangsung walaupun Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM) mendesak Presiden untuk melakukan moratorium eksekusi pidana mati. Keberadaan Deputi V Kantor Staf Presiden yang bertugas memberikan bantuan kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang kajian dan pengelolaan isu-isu politik, hukum, pertahanan, keamanan dan Hak Asasi Manusia (HAM) pun tak mampu mencegah Presiden melaksanakan ketiga gelombang eksekusi pidana mati tersebut. Namun atas desakan tersebut diharapkan Presiden akan melakukan moratorium eksekusi pidana mati sampai dengan akhir periode pemerintahannya. Hasilnya, Presiden melakukan moratorium atas rencana eksekusi mati selanjutnya sampai dengan saat ini. 
Namun demikian vonis pidana mati masih dijatuhkan. Berdasarkan data Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) pada 2015, terdapat 59 terpidana mati yang menunggu dengan rentang waktu 8—25 tahun. Data tersebut didasarkan pada rekaptulasi ICJR atas adanya 189 terpidana mati hingga sampai dengan 2014.[footnoteRef:5] Pemerintah Indonesia dalam siaran pers memperingati hari pidana mati internasional pada 10 Oktober 2020 menyatakan terdapat 538 terpidana mati yang sedang menunggu eksekusi sampai dengan Oktober 2020.[footnoteRef:6] Berdasarkan data Amnesty Internasional pada 2020 terdapat 96 vonis pidana mati, pada 2019 terdapat 80 vonis pidana mati, sedangkan pada 2018 terdapat 48 vonis pidana mati, pada 2017 terdapat 47 vonis pidana mati, pada 2016 terdapat 60 vonis pidana mati, pada 2015 terdapat 46 vonis pidana mati, sedangkan pada awal Pemerintahan Presiden Jokowi pada 2014 terdapat 6 vonis pidana mati. Artinya selama Pemerintahan Presiden Jokowi telah terdapat 383 vonis pidana mati.[footnoteRef:7] [5:   Supriyadi W. Eddyono, et. al., Hukuman Mati dalam R KUHP: Jalan Tengah Yang Meragukan, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta: 2015, Hal.43.]  [6:  Amnesty Internasional Indonesia, Tren Vonis Hukuman Mati di Indonesia Terus Meningkat,
https://www.amnesty.id/tren-vonis-hukuman-mati-di-indonesia-terus-meningkat/, diunduh pada 4 Februari 2021.]  [7:  Ibid.
] 

Pidana mati masih dilaksanakan sebagai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan/atau eksekusinya karena memang masih berlaku secara yuridis dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Dengan demikian penegak hukum, baik penyelidik dan/atau penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim masih dapat merujuk menggunakan ancaman pidana mati dalam perkara tindak pidana yang ditanganinya.[footnoteRef:8]  [8:  Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ps.10.] 


Tebel 1: Pidana Mati dalam Peraturan Perundang-undangan
	No
	Peraturan Perundang-undangan
	Ketentuan

	1. 
	KUHP
	Pasal 104, Pasal 111 ayat (2), Pasal 124 ayat (3), Pasal 140, Pasal 340, Pasal 365 ayat (4), Pasal 444, Pasal 368 ayat (2) 

	2. 
	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)
	Pasal 64, Pasal 65, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 73 ke-1, ke-2, Ke3 dan Ke-4, Pasal 74 ke-1 dan ke-2, Pasal 76 (1), Pasal 82, Pasal 89 ke-1 dan ke-2, Pasal 109 ke-1 dan ke-2, Pasal 114 ayat (1), Pasal 133 ayat (1) dan (2), Pasal 135 ayat (1) ke1 dan ke-2, ayat (2), Pasal 137 ayat (1) dan (2), Pasal 138 ayat (1) dan (2), dan Pasal 142 ayat (2) 

	3. 
	UU 12/Drt/1951 tentang Senjata Api 
	Pasal 1 (ayat) 1 

	4. 
	Penpres 5/ 1959 tentang Wewenang Jaksa Agung/Jaksa Tentara Agung dalam Hal Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana yang Membahayakan Pelaksanaan Perlengkapan Sandang Pangan 
	Pasal 2

	5. 
	Perppu 21/1959 tentang Memperberat Ancaman Hukuman terhadap Tindak Pidana Ekonomi 
	Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) 


	6. 
	UU 31/PNPS/1964 tentang Ketentuan Pokok Tenaga Atom 
	Pasal 23

	7. 
	UU 4/1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam KUHP Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan 
	Pasal 479 huruf k ayat (2) 
Pasal 479 huruf o ayat (2) 

	8. 
	UU 5/1997 tentang Psikotropika 
	Pasal 59 ayat (2) 

	9. 
	UU 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi 
	Pasal 2 ayat (2) 


	10. 
	UU 26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 
	Pasal 36, Pasal 37, Pasal 41, Pasal 42 ayat (3) 

	11. 
	UU 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme 
	Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 

	12. 
	UU 35/2009 tentang Narkotika 
	Pasal 74, Pasal 113 ayat (2), Pasal 114 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), 118 ayat (2), Pasal 119 ayat (2), 121 ayat (2), Pasal 132 ayat (3), Pasal 133 ayat (1), Pasal 144 ayat (2) 

	13. 
	Perppu 1/2016 tentang Perubahan Kedua atas UU 23/ 2002 tentang Perlindungan Anak (menjadi UU 17/2016 tentang Penetapan Perppu 1/ 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU 23/2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi UU 
	Pasal 81 ayat (5) 



Sumber: Supriyadi W. Eddyono, et. al., Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa, Institute Criminal Justice Reform (ICJR), Jakarta: 2017, Hal.4—5.[footnoteRef:9] [9:  Supriyadi W. Eddyono, et. al., Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa, Institute Criminal Justice Refprm (ICJR), Jakarta: 2017, Hal.4—5] 


Pada 2007, Mahkamah Konstitusi menegaskan keberlakuan pidana mati dalam putusannya.[footnoteRef:10] [10:  Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Hukuman Mati: Praktik Kejam yang Tak Sejalan dengan Kemanusiaan, ELSAM, Jakarta: 2015, Hal.1.] 

Desakan terhadap penghapusan pidana mati dan/atau setidaknya moratorium putusan pidana mati beserta eksekusinya, dilatarbelakangi oleh pertama,  perlindungan hak hidup bagi setiap orang yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, berikut Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005; kedua, adanya peradilan sesat yang menjadi temuan Komnas HAM baik dalam pemantauan situasi HAM maupun pengkajian yang telah dilakukan. Temuan adanya peradilan sesat ini juga dijumpai oleh berbagai kelompok masyarakat sipil yang selama ini aktif dalam isu HAM termasuk perlindungan hak hidup dari pidana mati.
Dalam perkembangan pembahasan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), pidana mati diklasifikasikan menjadi pidana alternatif, bukan lagi pidana pokok.[footnoteRef:11] Pidana alternatif artinya apabila terpidana dijatuhi pidana mati maka jika dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terpidana berkelakuan baik maka pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara. Pidana mati sebagai pidana alternatif ini ini merupakan jalan tengah antara belum siapnya Negara dan/atau kehendak rakyat terhadap penghapusan pidana mati dengan desakan berbagai kalangan atas penghapusan pidana mati. [11:  Indonesia, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jakarta: 2018, Draf 10 Januari 2018.] 

Walaupun RKUHP belum disahkan namun Komnas HAM memandang penting bagi Negara melakukan moratorium atas penjatuhan putusan pidana mati dan/atau eksekusinya. Khususnya mengenai moratorium eksekusi pidana setidaknya terdapat dua hal yang diharapkan oleh Komnas HAM. Pertama, diharapkan dapat mengkoreksi pidana berdasarkan novum dan/atau temuan adanya peradilan sesat yang terjadi dalam perkara tersebut. Kedua, setidaknya pidana mati sebagai pidana alternatif dalam RKUHP dapat dijadikan rujukan, yakni adanya evaluasi terhadap terpidana mati setelah sepuluh tahun untuk dapat diringankan pidananya menjadi pidana penjara.
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sejak 2008 telah melakukan advokasi atas pidana mati di Indonesia. Advokasi ini terdiri dari dua pendekatan yakni, kajian kebijakan dan pemantauan situasi HAM. Advokasi kebijakan dilakukan melalui serangkaian kajian mengenai perlindungan hak atas hidup bagi terpidana mati. Komnas telah melakukan dua kali kajian terkait.
Pertama, Kajian “Hukuman Mati dalam Pandangan Hak Asasi Manusia”, yang menyimpulkan:
(1) Hak hidup adalah hak bersifat melekat (inherent) yang merupakan karunia Tuhan Yang maha Esa. Hak hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (nonderogable rights), bahkan dalam keadaan yang mengancam kehidupan bangsa.
(2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik meminta penghapusan hukuman mati bagi negara-negara pihak. Pemberlakukan kembali hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik mengatur pembatasan yang ketat terhadap pemberlakukan hukuman mati bagi negara yang belum menghapus hukuman mati.
(3) Ketentuan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tidak secara ekpolisit memuat larangan terhadap hukuman mati, namun hal tersebut tidak dapat dibaca bahwa ketentuan tersebut memperbolehkan demikian saja pemberlakukan hukuman mati. Ketentuan tersebut justru meminta penghapusan hukuman mati. Pembatasan yang ada diberlakukan hanya terhadap negara yang belum menghapus hukuman mati yang terus dituntut untuk menghapusnya.
(4) Resolusi Komisi Hak Asasi Manusia PBB mengakui adanya hukuman mati yang masih diberlakukan oleh negara-negara di dunia. Namun demikian, sama seperti Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Resolusi tersebut meminta penghapusan hukuman mati. Resolusi menekankan bahwa penghapusan hukuman mati membutuhkan waktu dan proses yang kemudian harus dilakukan secara bertahap dengan membatasi jenis kejahatan yang diancam hukuman mati dan lebih jauh menetapkan adanya moratorium pelaksanaan hukuman mati.
(5) Bacaan Resolusi tersebut bersama dengan ketentuan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Pasal 6 menyimpulkan bahwa hukuman mati diminta untuk dihapus. Namun penghapusannya membutuhkan waktu. Pembatasan yang ada dalam ketentuan Kovenan Hak Sipil dan Politik dengan demikian diberlakukan kepada negara yang belum menghapus hukuman mati yang dalam hal ini diminta untuk menghapusnya. Jadi pembatasan tersebut diberlakukan untuk pelaksanaan hukuman mati yang diharuskan dihapus. Dalam hal ini ketentuan pembatasan yang termuat dalam Pasal 6 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik tidak dapat dibaca dan ditafsir memperbolehkan pemberlakukan hukuman mati secara terus menerus. Namun, ketentuan pembatasan dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik haruslah dibaca bahwa sementara negara melakukan upayanya untuk menghapus hukuman mati, hukuman mati hanya dibolehkan dengan syarat-syarat yang ketat sesuai Kovenan.
(6) Hak hidup dilindungi oleh hukum nasional Indonesia. Hukum nasional Indonesia termasuk Konstitusi Indonesia, menegaskan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights).
(7) Lima dari sepuluh peraturan perundang-undangan yang memuat hukuman mati diundangkan oleh Indonesia dalam waktu sepuluh tahun terakhir. Lima peraturan perundang-undangan tersebut kesemuanya merupakan tindak kejahatan dengan jenis baru yang diancam hukuman mati. Dari sisi jumlah dan tahun pengesahan terlihat Indonesia justru memperbanyak hukuman mati dan tidak mempunyai kecenderungan untuk menghapus hukuman mati. Indonesia juga justru memperbanyak jenis kejahatan yang diancam hukuman mati. Pidana-pidana yang diancam pun tidak masuk dalam kelompok kejahatan yang paling serius (the most serious crimes) menurut Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Dalam hal ini, dapat dinyatakan bahwa tidak ada petunjuk Indonesia berada dalam jalam untuk menghapus hukuman mati atau pun melakukan upaya pembatasan jenis kejahatan yang diancam hukuman mati.
(8) Terjadi peningkatan eksekusi hukuman mati selama sepuluh tahun terakhir. Kecenderungan ini juga memperlihatkan bahwa Indonesia tidak berada di jalan untuk menghapus hukuman mati. Kecenderungan ini juga tidak memperlihatkan adanya indikasi Indonesia akan memberlakukan moratorium pelaksanaaan hukuman mati seperti diserukan oleh PBB.
(9) Dapat dinyatakan bahwa beberapa peraturan perundang-undangan memuat ketentuan yang memberi ancaman hukuman mati bagi kejahatan-kejahatan yang bukan kejahatan serius (the most serious crimes) menurut Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Hal itu tidak sesuai dengan pembatasan sebagaimana dinyatakan oleh Pasal ayat (2) Kovena tersebut. Sementara itu praktik dan kecenderungan yang terjadi dimana vonis hukuman mati tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir yaitu terhadap kasus narkotika telah berlainan arah pula dengan maksud dan tujuan ketentuan Kovenan Hak Sipil dan Polituk.
(10) Sedikit kemajuan dapat dilihat dalam pemberlakukan ancaman hukuman pidana mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undangn Hukum Pidana (RUUKUHPidana) dimana hukuman mati tidak lagi menjadi pidana pokok tetapi ditempatkan dalam rumusan pidana bersifat khusus dan diancamkan secara alternatif dan tidak lagi mutlak. Namun demikian , dalam RKUHPidana ancaman pidana mati diberlakukan terhadap berbagai jenis tindak pidana termasuk tindak pidana yang tidak termasuk dalam kategori kejahatan yang paling serius ( the most serious crime) di antaranya berkaitan dengan obat-obatan terlarang.
(11) Mendasarkan pada berbagai jenis kejahatan yang diancam hukuman mati dalam peraturan perundang-undangan, terutama berkaitan dengan kejahatan makar, dapat diduga bahwa ketentuan-ketentuan membuka kemungikan dimanfaatkan oleh penguasa untuk melakukan represinya dan dengan demikian tidak dilandasi semangat rule of law. Dapat dinyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak sejalan dengan ketentuan pasal 6 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.
(12) Sesuai ketentuan UU No. 2/Pnps/1964, tata cara pelaksanaan hukuman mati dengan menembak mati memang tidak termasuk dalam metode yang menimbulkan fisik dan psikis, namun pelaksanaan penembakan yang tidak akurat membuka kemungkinan timbulnya penderitaan tersebut. Dapat dinyatakan, diperlukan adanya perbaikan tata cara hukuman mati yang benar-benar menjamin tidak ditimbulkannya penderitaan fisik dan psikis.
(13) Berdasarkan beberapa kasus yang muncul diantaranya terjadinya salah tangkap dan/atau penyiksaan atau pun kekerasan, serta kecenderungan terjadinya hal tersebut kepada mereka yang berasalah dari kelompok ekonomi bawah, dapat diambil kesimpulan awal bahwa proses hukum di Indonesia tidaklah memenuhi ketentuan Kovenan Internasional hak Sipil dan Politik pasal 14 dan juga Pasal 15, 2 dan 26. Bahwa proses hukum di Indonesia belum memenuhi ketentuan adanya sebuah pengadilan yang adil, berwenang (kompeten/competent), mandiri, dan tidak memihak yang diatur berdasarkan hukum dan melalui proses yang tidak diskriminatif, berdasarkan asas praduga tak bersalah dan adanya jaminan minimum hak para tersangka. Hukuman mati yang dihasilkan oleh proses hukum seperti ini juga tidak memenuhi ketentuan bahwa ‘[h]ukuman mati hanya dapat dilaksanakan atas dasar putusan akhir yang dijatuhkan oleh pengadilan yang berwenang (competent) dan Pasal 6 ayat (2) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang meminta bahwa hukuman mati tidak diperkenankan melanggar ketentuan lain dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.[footnoteRef:12] [12:  Roichatul Aswidah, Hukuman Mati dalam Pandangan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Jakarta: 2008, Hal.28—30.] 

Kedua, Kajian “Proses Peradilan Pidana Mati di Indonesia: Situasi Terpidana Mati dan Penegakan Hukum Pasca Reformasi”, yang menyimpulkan: 
(1) Dalam periode tahun 2000 – 2010 masih banyak terdapat peraturan perundang-undangan di tingkat nasional yang memuat ancaman pidana mati sebagai salah satu alternatif pidana di Indonesia. Pasal 28I UU 39/ 1999 tentang HAM dan diratifikasinya KIHSP dalam UU 12/ 2005 tidak berpengaruh signifikan dalam pengurangan maupun penghapusan ancaman pidana mati yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Bahkan dalam rentang waktu sepuluh tahun terakhir, pasal-pasal yang memuat mengenai ancaman pidana mati semakin bertambah. 
(2) Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara, dapat disimpulkan bahwa indikasi peradilan sesat atas terpidana mati masih marak terjadi di Indonesia. Dengan demikian HAM para terpidana mati belum sepenuhnya terlindungi sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak menurut KIHSP, serta asas-asas pemidaan yang diatur dalam KUHAP. Pelanggaran hak tersebut telah terjadi mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, upaya hukum, grasi, hingga pada tahap eksekusi.
(3) Hingga saat ini, Indonesia belum melakukan langkah-langkah yang perlu segera diambil dalam rangka upaya penghapusan hukuman mati. Beberapa langkah yang belum dilakukan tersebut antara lain adalah belum diratifikasinya Prokotol Opsional Kedua dari KIHSP tentang Penghapusan Hukuman Mati. Selain itu, Indonesia juga belum mengambil langkah untuk melakukan moratorium bagi terpidana mati sesuai dengan rekomendasi Resolusi Majelis Umum PBB. [footnoteRef:13] [13:  Fauziah Rasad. Et. Al., Proses Peradilan Pidana Mati di Indonesia: Situasi Terpidana Mati dan Upaya Penegak Hukum Pasca Reformasi, Komnas HAM, Jakarta: 2012, Hal.305. ] 

Komnas HAM juga melakukan pemantauan situasi HAM pidana mati pada setiap periode keanggotaan Komnas HAM. Setidaknya tercatat sejumlah kegiatan pemantauan situasi HAM pidana mati pada tiga periode, yakni 2007—2012, 2012—2017, dan saat ini yakni 2017—2022. Hal ini dilatarbelakangi oleh posisi Komnas HAM yang mendorong penghapusan pidana mati. Posisi Komnas HAM ini telah disampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia (Pemerintah). Sementara, peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia masih memuat ancaman pidana mati sebagai salah satu jenis pidana pokok, sehingga pidana mati masih menjadi putusan pengadilan, yang kemudian berkonsekuensi pada eksekusi pidana mati. Pemantauan situasi HAM pidana mati ini dilaksanakan pada 2010 dan 2015, dan dilanjutkan dalam periode 2017—2022 yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Temuan terpenting dari pemantauan ini adalah adanya pelanggaran KUHP yang berakibat pada jatuhnya putusan pidana mati kepada para terpidana.
Hukum pidana Indonesia masih mengatur pidana mati sebagai pidana pokok atas  berbagai tindak pidana. Namun dalam prakteknya ditemukan adanya peradilan sesat, yakni proses peradilan yang tidak sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang juga tidak meindungi hak-hak tersangka dan/atau terdakwa, yang kemudian berpengaruh pada penjatuhan pidana mati kepada terpidana. Untuk melindungi hak hidup dan juga melindungi hak-hak terpidana dari peradilan sesat maka penting untuk setidaknya Negara melakukan moratorium penjatuhan putusan pidana mati dan eksekusi pidana mati. Seiring dengan moratorium eksekusi pidana mati, perlindungan hak hidup dapat diperkuat dengan merubah jenis pidana dari pidana mati menjadi pidana lainnya melalui mekanisme pidana mati sebagai pidana alternatif. Namun sampai dengan saat ini belum ada dasar hukum, prosedur, dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk merubah jenis pidana dari pidana mati menjadi pidana lainnya melalui mekanisme pidana mati sebagai pidana alternatif.
Hal yang menjadi pertanyaan pada Penelitian ini adalah bagaimana dasar hukum, prosedur, dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk merubah jenis pidana dari pidana mati menjadi pidana lainnya melalui mekanisme pidana mati sebagai pidana alternative?
Kajian ini ditujukan untuk mengetahui dan menentukan dasar hukum, prosedur, dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk merubah jenis pidana dari pidana mati menjadi pidana lainnya melalui mekanisme pidana mati sebagai pidana alternatif. Kajian ini diharapkan akan menjadi solusi sementara atas putusan dan/atau eksekusi pidana mati, sebelum tercapai penghapusan pidana mati sebagaimana yang menjadi posisi Komnas HAM terhadap sistem pemidanaan di Indonesia.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menganalisa dasar hukum, prosedur, dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadikan pidana mati sebagai pidana alternatif. Perubahan pidana mati dari pidana pokok menjadi pidana alternatif ditujukan untuk melindungi hak hidup bagi setiap terpidana mati. 
Penelitian dengan pendekatan kualitatif ini dilakukan dengan serangkaian kegiatan, yakni kajian literatur yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, berbagai hasil penelitian, buku, jurnal, makalah, bahan presentasi, dan sebagainya; serta wawancara mendalam dengan berbagai ahli (akademisi) dan pihak-pihak yang relevan. 

PEMBAHASAN
Kajian ini menggunakan tiga konsep sebagai pisau analisis, yakni tanggung jawab Negara, pemidanaan, dan pembinaan narapidana. 
Konsep tanggung jawab Negara yang digunakan dalam Penelitian ini khususnya hak atas hidup yang dijamin dalam berbagai instrumen HAM baik internasional maupun nasional. Diantara instrumen HAM internasional yang menjamin hak atas hidup adalah:
(a) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)
Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM/ Universal Declaration of Human Rights [UDHR]) adalah instrumen HAM pertama yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 10 Desember 1948. [footnoteRef:14] Pasal 3 DUHAM yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas penghidupan, kebebasan dan keselamatan individu. Namun demikian tidak ada penjelasan apakah pasal tersebut mengenai pidana mati dan memihak penghapusannya sebagai pelanggaran atas hak hidup.[footnoteRef:15] [14:  Supriyadi Widodo Eddyono, Politik Kebijakan Hukuman Mati di Indonesia dari Masa ke Masa, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta: 2017, Hal.18.]  [15:  Ibid. ] 

(b) Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik (KIHSP)
Perdebatan di seputar isu hukuman mati pada pokoknya terjadi pada dua ketentuan KIHSP, yakni Pasal 6 dan Pasal 7.[footnoteRef:16] Pasal 6 Ayat (1) KIHSP menyatakan bahwa hak hidup setiap orang harus dilindungi oleh hukum. Yang tidak dapat dicabut sewenang-wenang, yang berkaitan erat dengan pernyataan bahwa pidana mati hanya dapat dipaksakan sebagai keputusan akhir yang diputuskan oleh pengadilan yang berkompeten. Sementara ayat (2) menyatakan bahwa pidana mati hanya dapat dibebankan kepada kejahatan yang sangat serius. Sayangnya tidak ada definisi mengenai kejahatan serius walaupun jelas bahwa negara tidak dapat menggunakan pidana mati sebagai sanksi atas semua kasus kejahatan biasa.[footnoteRef:17] [16:  Ibid., Hal.21—22.]  [17:  Ibid. ] 

Pasal 6 ayat (1) KIHSP merupakan sebuah pernyataan prinsip umum yang dirumuskan dengan merujuk pada Pasal 3 DUHAM dengan perumusan yang lebih rinci. Pasal 6 ayat (1) ini menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dikurangi “secara sewenang-wenang” hak untuk hidupnya. Frasa “secara sewenang-wenang” tersebut merupakan pembatasan umum atas hak untuk hidup, sebagai upaya untuk mengodifikasikan (menyeragamkan) konsep pembatasan atas hak untuk hidup sebagaimana Pasal 29 ayat (2) DUHAM. [footnoteRef:18] [18:  Ibid., Hal.22—23. ] 

Para perumus Pasal 6 KIHSP berpendapat bahwa hukuman mati dapat saja dianggap sebagai pengurangan atas hak untuk hidup “secara sewenang-wenang”. Sebagaimana diuraikan di atas, maka penting memberikan ruang bagi pengecualian secara eksplisit ini mengingat praktik negara-negara pada umumnya pada masa itu. Karena alasan itulah, para perumus menambahkan ayat (2) pada pasal 6, yang mengizinkan negara-negara yang belum menghapus hukuman mati untuk melaksanakan hukuman mati dengan pembatasan-pembatasan tertentu/khusus.[footnoteRef:19]  [19:  Ibid. ] 

Oleh karena itulah jelas bahwa Pasal 6 ICCPR mempunyai kecenderungan untuk menghapus hukuman mati. Klausul tersebut merupakan ketentuan yang tidak lazim dalam sebuah perjanjian internasional, karena klausul ini tidak menciptakan sebuah norma tetapi menyatakan sebuah tujuan yang programatis (programmatic objective). Ketentuan ini dapat dianalogikan dengan sebuah mukadimah/preambule, yang mewarnai pembacaan atas ayat-ayat Pasal 6 ICCPR yang lain.
(c) Protokol Opsional Kedua Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik 
Protokol Opsional kedua untuk KIHSP dengan tujuan menghapus hukuman mati, disahkan oleh Majelis Umum PBB pada 1989, sebagai instrumen yang memiliki cakupan sedunia/ global. Protokol ini memfasilitasi penghapusan total hukuman mati namun mengizinkan negara anggota mempertahankan hukuman mati pada masa perang jika mereka membuat pengecualian (reservasi) untuk hal tersebut pada saat meratifikasi atau mengaksesi protokol. Setiap negara yang menjadi pihak KIHSP menjadi anggota dari protokol ini. Indonesia belum menjadi Negara pihak pada Protokol ini.[footnoteRef:20] [20:  Ibid., Hal.28. ] 

Sedangkan jaminan hak atas hidup dalam instrumen HAM nasional, diantaranya adalah sebagai berikut:
(a) Undang-Undang Dasar 1945
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konstitusi Indonesia mengatur ketentuan tentang hak hidup. Pasal 28 A Konstitusi Indonesia melindungi hak hidup. Dengan demikian, hak hidup merupakan hak konstitusional.[footnoteRef:21] Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 menyatakan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun (non-derogable rights).[footnoteRef:22] [21:  Roichatul Aswidah, Op.Cit., Hal.16. ]  [22:  Ibid. 	] 

(b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999 tentang HAM) juga memuat ketentuan tentang hak hidup, yakni dalam Pasal 9, serta Pasal 4 sebagai non-derogable rights UU 39/1999 tentang HAM.[footnoteRef:23] Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hak hidup dilindungi oleh hukum nasional. Hukum nasional Indonesia menegaskan hak hidup sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (non-derogable rights). Hal ini sejalan dengan ketentuan internasional yang mengatur ketentuan serupa.[footnoteRef:24]  [23:  Ibid.]  [24:  Ibid. ] 

Berdasarkan teori pidana, terdapat empat teori yang dapat digunakan, yaitu absolut, tujuan, perbaikan, dan gabungan atau integratif. Teori absolut menjelaskan adanya keyakinan mutlak akan keniscayaan pidana walaupun pemidanaan sebenarnya tidak berguna, bahkan dapat mengakibatkan keadaan pelaku kejahatan menjadi lebih buruk. Negara yang berdaulat jelas tidak memiliki tugas mendidik. Kejahatan adalah peristiwa yang berdiri sendiri, dan harus dipertanggungjawabkan. Kesalahan hanya dapat ditebus dengan menjalani penderitaan. Menurut Muladi & Arief, teori absolut menghendaki penjatuhan pidana semata-mata karena orang telah melakukan suatu tindak pidana (quia peccatumest). Dengan demikian setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tanpa mempertimbangkan akibat apapun yang ditimbulkan dengan dijatuhkannya pidana, termasuk tidak mempertimbangkan kemungkinan kerugian yang juga akan diterima masyarakat.[footnoteRef:25] [25:  Mei Susanto dan Ajie Ramdan, Kebijakan Moderasi Pidana Mati, Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2—3/PUU-V/2007, Jurnal Yudisial Volume 10 Nomor 2 Agustus 2017, http://www.komisiyudisial.go.id/files/Jurnal%20Yudisial/jurnal-agust-2017-web.pdf ,  diunduh pada 6 November 2018. Hal. 195—196.] 

Kedua, teori tujuan atau doeltheorieen yang berusaha mencari dasar pembenaran atas penjatuhan pidana untuk mencapai tujuan tertentu, seperti memulihkan kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan dan/atau mencegah agar orang lain tidak melakukan kejahatan). Teori tujuan ini dapat dibagi menjadi dua macam teori, yakni teori-teori pencegahan umum atau algemene preventive theorieen yakni menjerakan setiap orang agar tidak melakukan kejahatan, dan teori pencegahan khusus atau (bijzondere preventive theorieen) yakni menjerakan pelaku dengan memperbaiki dan dengan membuatnya tidak mampu untuk melakukan kejahatan itu lagi. Dengan demikian, tujuan pemidanaan bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Jadi dasar pembenaran pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan quia peccatum est (karena orang membuat kejahatan), melainkan ne peccatum (supaya orang jangan melakukan kejahatan). Menurut Van Bemmelen pemidanaan harus dikaitkan dengan lembaga-lembaga pidana atau tujuan yang ingin dicapai. Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan pemidanaan, yaitu untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, membuat orang menjadi jera untuk melakukan kejahatankejahatan, dan membuat pelaku menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain.[footnoteRef:26]  [26:  Ibid. ] 

Ketiga, teori perbaikan/ prevensi khusus. Teori perbaikan murni (zuivere verbeteringstheorieen) yang bersifat preventif khusus yang dahulu banyak dianut, ternyata juga sempit dalam penetapan tujuan dan sama tidak terarah dalam kemanfaatannya. Hukum pidana tidak perlu setiap saat dan niscaya ditujukan pada upaya memperbaiki (perilaku ataupun sikap) semua delinkuen, terutama bila menyangkut mereka yang hanya bersalah melakukan tindak pidana ringan. Hukum pidana tidak mungkin memperbaiki semua delinkuen, terutama karena tidak semua cocok dan dapat diperbaiki dengan hukum pidana yang sama. Lagipula, jika perbaikan dapat dilaksanakan dengan menjatuhkan tindakan (maatregel), maka pengenaan penderitaan melalui pidana dalam pandangan di atas akan kehilangan landasan pembenarannya.[footnoteRef:27] [27:   Ibid., Hal 196—197.] 

Keempat, teori gabungan atau juga dikenal dengan teori integratif. Penulis yang pertama kali mengajukan teori gabungan adalah Pellegrino Rossi (1787—1848). Meskipun Rossi tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pembalasan yang adil, namun menurutnya pidana mempunyai berbagai pengaruh, seperti perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat dan prevensi general.[footnoteRef:28] [28:  Ibid., Hal 197. ] 

Muladi dalam disertasinya yang berjudul “Lembaga Pidana Bersyarat sebagai Faktor yang Mempengaruhi Proses Hukum Pidana yang Berperikemanusiaan” memperkenalkan teori tujuan pemidanaan yang integratif (kemanusiaan dalam sistem Pancasila) yang tepat untuk diterapkan di Indonesia karena mendasarkannya pada nilai-nilai yang dianut dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia.[footnoteRef:29]  [29:  Ibid.] 

Teori ini mengatakan bahwa pemidanaan menjadi sangat kompleks sebagai akibat dari usaha untuk lebih memperhatikan faktor-faktor yang menyangkut hak asasi manusia, serta menjadikan pidana bersifat operasional dan fungsional. Untuk ini diperlukan pendekatan multidimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak pemidanaan, baik yang menyangkut dampak yang bersifat individual maupun dampak yang bersifat sosial.[footnoteRef:30]   [30:  Ibid. ] 

Pendekatan semacam ini mengakibatkan adanya keharusan untuk memilih teori integratif tentang tujuan pemidanaan yang dapat mempengaruhi fungsinya dalam rangka mengatasi kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana (individual and social damages).[footnoteRef:31] [31:  Ibid. ] 

Kajian ini juga menggunakan konsep pembinaan narapidana. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menguatkan paradigma bahwa sistem pemasyarakatan bukan lagi sekedar memberikan efek jera, tetapi sebagai suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi. Tujuan utama dari lapas tertuang dalam Pasal 3 UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa sistem pemasyarakatan dilakukan guna mempersiapkan warga binaan agar dapat kembali menjadi masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.[footnoteRef:32] [32:  Edeltruda Lintang Asandi, Pembinaan terhadap Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyayakarta, Yogyakarta: 2016, Hal.1—2.] 

Sementara, tidak ada peraturan yang mengatur mengenai penempatan atau tempat isolasi bagi terpidana mati. Penempatan terpidana mati dalam lapas merujuk dalam Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 9 jo Pasal 11 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang menjelaskan bahwa lapas berfungsi sebagai tempat menunggu eksekusi dan sebagai tempat isolasi. Pasal 5 Penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Yang Dijatuhkan Oleh Pengadilan Di Lingkungan Peradilan Umum dan Milter menjelaskan bahwa penjara hanya sebagai tempat menunggu pelaksanaan. [footnoteRef:33] [33:  Ibid., Hal.2—4.] 

Penjara yang dimaksud dalam hal ini adalah lapas. Jaksa tinggi atau jaksa yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pidana mati.  Jaksa tinggi atau jaksa diberikan wewenang untuk menunjuk penjara atau tempat lainnya yang khusus guna terpidana mati menunggu eksekusinya. Penitipan terpidana mati di lapas ini tidak diketahui jangka waktunya. Sedangkan Pasal 28D UUD 1945 jo Pasal 3 UU 39/1999 tentang HAM menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kepastian hukum. Menjalani pembinaan seperti warga binaan lainnya mengakibatkan adanya pidana ganda bagi terpidana mati, yaitu pidana penjara dan pidana mati.[footnoteRef:34] [34:  Ibid., Hal.4.] 

Fungsi sistem pemasyarakatan bertentangan dengan tujuan ditempatkannya terpidana mati di lapas, karena selayaknya terpidana mati tidak akan kembali ke masyarakat. Berbeda dengan pidana penjara sementara waktu yang akan kembali ke masyarakat. Selain proses tunggu yang dijalani terpidana mati, jika grasi yang diajukan tidak mengubah vonis yang dijatuhkan hakim maka pidana yang diberikan tidaklah berubah.[footnoteRef:35]  [35:  Ibid., Hal.2.] 

Selagi menunggu terpidana mati harus diperlakukan seperti narapidana yang lain dalam hal memperoleh hak-haknya sesuai dengan pasal 14 UU 12/1995 tentang Pemasyarakatan dengan menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang mengatur terpidana mati. Tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus bagi terpidana mati mengarahkan menyamakan pola pembinaan dengan narapidana lainnya. Dalam pembinaan terpidana mati terdapat wali yang diharapkan dapat mengawasi secara utuh dan khusus terhadap terpidana mati. Pendampingan bagi terpidana mati juga dilakukan secara keagamaan.[footnoteRef:36] [36:  Ibid., Hal.5—6. ] 


Pembinaan Terpidana Mati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
Sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembinaan khusus kepada terpidana mati. Adapun Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan termasuk pembinaan kepada warga binaan secara umum. Pembinaan kepada warga binaan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. 
Sistem pemasyarakatan ditujukan untuk membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.[footnoteRef:37]  Pembinaan di LAPAS dilakukan terhadap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.[footnoteRef:38] [37:  Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614, Ps. 2. ]  [38:  Ibid., Ps. 6 Ay (2). ] 

Terpidana yang diterima di LAPAS wajib didaftar untuk mengubah status Terpidana menjadi Narapidana.[footnoteRef:39] Pengubahan status ini terkait dengan konsekuensi hukum berdasarkan definisi Terpidana dan Narapidana. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap,[footnoteRef:40] sedangkan narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.[footnoteRef:41] [39:  Ibid., Ps. 10 Ay (1) dan (2).]  [40:  Ibid., Ps. 1 Bt. 6.]  [41:  Ibid., Ps. 1 Bt. 7. ] 

Narapidana berhak beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;  mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; mendapatkan pendidikan dan pengajaran; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; menyampaikan keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya; mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; mendapatkan pembebasan bersyarat; mendapatkan cuti menjelang bebas; dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[footnoteRef:42] [42:  Ibid., Ps. 14. ] 

Pasal 1 Butir 1 PP 31/ 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan mendefinisikan pembinaan sebagai kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maka Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidaa dan Anak Didik Pemasyarakatan.[footnoteRef:43] Pembinaan meliputi berbagai aspek yakni ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kesadaran berbangsa dan bernegara, intelektual, sikap dan perilaku, kesehatan jasmani, dan rohani, kesadaran hukum, reintegrasi sehat dengan masyarakat, keterampilan kerja, dan latihan kerja dan produksi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 PP 31/ 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. [43:  Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3842, Ps 1 Bt 1.] 

Pembinaan terdiri dari tiga tahap, yakni tahap awal, tahap lanjutan, dan tahap akhir.[footnoteRef:44] Tahap awal pembinaan berorientasi pada pengamatan, perencanaan dan pelaksanaan pembinaan kepribadian dan kemandurian serta penilaiannya. Tahap lanjutan melanjutkan program pembinaan serta penilaiannya, serta perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi. Sedangkan pembinaan tahap akhir berorientasi kepada perencanaan dan pelaksanaan program integrasi.  [44:  Ibid., Ps. 7 ay (2). ] 

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan mengatur hak-hak warga binaan meliputi ibadah, perawatan rohani dan jasmani, pendidikan dan pengajaran, pelayanan kesehatan dan makanan, keluhan, bahan bacaan dan siaran media massa, upah dan premi, kunjungan, remisi, asimilasi dan cuti, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas.[footnoteRef:45] Namun demikian, tidak semua hak-hak tersebut dapat dinikmati oleh Terpidana Mati, seperti remisi, asimilasi dan cuti, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. [45:  Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3846. ] 

Merujuk pada definisi Terpidana dan Narapidana, maka Terpidana mati tidak dapat memperoleh status Narapidana, karena untuk memperoleh status Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS, sedangkan Terpidana Mati kehilangan kemerdekaan di LAPAS hanya sebatas menunggu proses hukum berkekuatan hukum tetap dan/atau eksekusi pidana mati. Terpidana merupakan tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum (JPU), sedangkan Narapidana merupakan tanggung jawab LAPAS, sehingga Terpidana Mati seharusnya bukan menjadi tanggung jawab LAPAS, walau dalam kenyataannya Terpidana Mati dititipkan di LAPAS sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap dan/atau dieksekusi. Dengan demikian apakah peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemasyarakatan dapat berlaku pula bagi Terpidana Mati atau tidak? Apakah hak-hak Warga Binaan Pemasyarakatan berlaku pula sebagai hak-hak Terpidana Mati? Terkait hak-hak Narapidana ada yang dapat menjadi hak-hak Terpidana mati, namun ada pula yang tidak bisa, diakibatkan konsekuensi Pidana Mati bukan pidana hilang kemerdekaan. Hak beribadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;  mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; mendapatkan pendidikan dan pengajaran; mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak; menyampaikan keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan; menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya merupakan hak-hak Narapidana yang seharusnya diperoleh juga oleh Terpidana Mati. Sedangkan hak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; mendapatkan pembebasan bersyarat; mendapatkan cuti menjelang bebas merupakan hak-hak Narapidana yang tidak dimungkinkan untuk diperoleh Terpidana Mati.
Berdasarkan instrument HAM internasional dalam Mandela Rules SMR 1/1995 ditetapkan dalam revolusi 1997, setiap orang yang berada di dalam penjara karena tindak pidana disebut sebagai prisoner, tidak dibedakan antara narapidana dengan terpidana mati. Artinya semua pembinaan Lapas berlaku untuk setiap prisoner, termasuk terpidana mati.  Pembinaan yang dilakukan Lapas harus dapat dinilai, termasuk pembinaan kepada terpidana mati selama masa tunggu. 
Terkait dengan spesikfikasi pembinaan atas warga binaan yang beragam tindak pidana dan jenis pidananya, maka Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengaturnya dalam Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-58. OT.03.01 tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi. Peraturan ini meliputi klasifikasi bagi narapidana terorisme, narkotika, perdagangan orang, penebangan liar, pencurian ikan, korupsi, dan narapidana yang mengidap sakit tertentu. Narapidana risiko tinggi adalah Narapidana yang berdasarkan penilaian ditetapkan sebagai narapidana risiko tinggi berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang terdiri dari kualifikasi A dan B.[footnoteRef:46] Kualifikasi A adalah penilaian terhadap narapidana tertentu yang memuat penilaian memenuhi salah satu hal yang berhubungan dengan jaringan yang masih aktif, kemampuan mengakses senjata dan bahan peledak, memiliki catatan melarikan diri, memiliki akses dan pengaruh di dalam Lembaga Pemasyarakatan, terbukti melakukan percobaan melarikan diri, memiliki kemampuan melarikan diri dengan atau tanpa bantuan orang lain, residivis, terpidana hukuman mati dan seumur hidup. Kualifikasi B adalah penilaian risiko penularan penyakit dari narapidana yang mengidap HIV/AIDS, Tuberculosis (TB), Hepatitis, dan penyakit menular berbahaya lainnya.[footnoteRef:47] Narapidana risiko tinggi didefinisikan sebagai tahanan yang dinilai mempunyai risiko signifikan terkait. Pertama, safety yakni membahayakan diri, narapidana lain atau pegawai atau pengunjung Lapas. Kedua, stability yaitu ancaman terhadap ketertiban di penjara/ provokator, tidak kooperatif. Ketiga, security yaitu kemungkinan melarikan diri. Keempat, reoffending yaitu melakukan pelanggaran berat/serius lain kembali setelah bebas. Dan kelima society yaitu tahanan yang masih mempunyai hubungan terkait dengan organized crime, ideologi terorisme, jaringan perdagangan narkoba, atau yang mempunyai uang dan kekuasaan untuk mempengaruhi. Selain yang mempunyai risiko tersebut di atas ada beberapa kelompok narapidana lainnya yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam rangka klasifikasi narapidana berdasarkan risiko, yakni violent extremist prisoners, anggota geng atau kelompok organisasi massa tertentu, anggota dari kelompok pelaku kejahatan terorganisir, tahanan, mantan kombatan, dan narapidana dengan masa pidana panjang serta hukuman mati/seumur hidup.[footnoteRef:48] Terpidana mati dan/atau narapidana ketiga tindak pidana ini dianggap dapat mempengaruhi dan atau meresahkan narapidana lainnya dan petugas Lapas, misalnya terpidana mati dan/atau narapidana terorisme yang dapat menyebarkan ideologinya. Mengingat situasi ini, maka Lapas ini menggunakan super maximum security (SMS).  [46:  Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: PAS.58.OT.03.01 tahun 2010 tentang Prosedur Tetap perlakuan narapidana risiko tinggi. ]  [47:  Haryono, Kebijakan Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Risiko Tinggi di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kls III Gn. Sindur), Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum Volume 11 Nomor 3 November 2017, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I., Hal. 240.]  [48:  Shane Bryans and Tomris Atabay, Hand Book on the Management of high-risk prisoners (criminal justice handbookseries), UNODC :New York, 2016, Hal. 241. ] 

Lapas Klas III Gunung Sindur ditunjuk menjadi Lapas bagi narapidana risiko tinggi. Terkait dengan tindak pidana terorisme dan narkotika, diantaranya terdapat terpidana mati, yang potensial menambah risiko tinggi dalam memperlakukannya selama berada di LAPAS. Perlu dilakukan penilaian (assessment) untuk menentukan tingkat risiko serta pembinaan yang akan diberikan kepada narapidana.[footnoteRef:49] Kebijakan ini sebenarnya beresiko terjadinya tindak pidana baru dari jenis tindak pidana sebelumnya, karena dikumpulkannya terpidana dan/atau narapidana dengan tidak pidana yang sama di dalam satu LAPAS, dimana mereka dapat leluasa untuk berkomunikasi dan mengambil manfaat satu dengan lainnya. Terlebih lagi bagi terpidana mati yang beranggapan kecil kemungkinan adanya perubahan jenis pidana dari pidana mati menjadi pidana sementara waktu, dapat saja termotivasi untuk melakukan dan/atau mengulangi tindak pidana, yang memungkinkan dilakukan bersama dengan narapidana lainnya.  Sementara Negara tidak berhak membuat terpidana dan/atau narapidana lebih buruk atau jahat daripada sebelumnya. [49:  Op.Cit., Haryono, Hal. 236. ] 

Perlakuan terhadap narapidana risiko tinggi di Lapas Klas III Gn. Sindur belum diimplementasikan secara efektif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor PAS-58.OT.03.01 tahun 2010 tentang Prosedur Tetap Perlakuan Narapidana Risiko Tinggi. Hal ini disebabkan karena masih ada kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan protap perlakuan terhadap narapidana risiko tinggi tersebut diantaranya kurangnya sosialisasi, kurangnya SDM terlatih, sarana dan prasarana yang belum lengkap.[footnoteRef:50] [50:  Ibid., Hal. 245.] 


Pembinaan Terpidana Mati dalam Perspektif HAM
Dengan perbedaan pidana antara Narapidana dengan Terpidana Mati maka pembinaan kepada keduanya haruslah dilakukan pembinaan yang berbeda. Narapidana menjalankan pidana hilang kemerdekaan dibina untuk dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sedangkan Terpidana Mati tidak untuk dikembalikan kepada lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Namun sampai dengan saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Terpidana Mati ketika menunggu putusan berkekuatan hukum tetap dan/atau eksekusinya.
Masa tunggu Terpidana Mati menjadi beban psikologis dan sosial, the pain of imprisonment, maka seorang Terpidana Mati yang pada akhirnya dieksekusi dapat dianggap mengalami ‘penderitaan ganda’. Masa tunggu yang panjang ini disebabkan oleh panjangnya proses peradilan, yakni upaya hukum hingga berkekuatan hukum tetap, hingga grasi, serta adanya pertimbangan politis menyangkut eksekusi. Masa tunggu yang lama ini bahkan ada diantara Terpidana Mati yang dititipkan di LAPAS dalam kurun waktu 21 tahun bahkan lebih dari 36 tahun. Namun mempercepat eksekusi apabila putusan telah berkekuatan hukum tetap untuk menghindari “penderitaan ganda” bukan merupakan solusi yang tepat mengingat apabila terjadi kesalahan putusan, maka tidak akan dapat dikoreksi kembali. Dalam situasi ini, perspektif alternatif, yaitu mengubah hukuman melalui putusan tertentu (sebagaimana grasi) yang didasarkan atas evaluasi ‘koreksional’ selama ‘masa tunggu’ dapat dilakukan. 
Pembinaan yang dilakukan di LAPAS seharusnya dilakukan berdasarkan pertama, tipologi tindak pidana dan kedua, jenis pidana. Narapidana tindak pidana korupsi, terorisme, narkotika, maupun pidana umum berbeda-beda latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, dan aspek lainnya. Setiap tipologi tindak pidana juga berbeda-beda unsur-unsur pidananya.[footnoteRef:51] Dalam sistem pemasyarakatan, pembinaan terhadap narapidana harus dipisahkan sesuai dengan karakteristiknya. The United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners mengharuskan tahanan selalu harus dipisahkan sesuai dengan status hukum mereka (tahanan peradilan), jenis kelamin (laki-laki dari perempuan) dan usia (anak-anak dari orang dewasa). Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 12 juga mengatur bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilakukan penggolongan atas dasar umur; jenis kelamin; lama pidana yang dijatuhkan; jenis kejahatan; dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.[footnoteRef:52] [51:  Iqrak Sulhin, berdasarkan wawancara mendalam dalam Penelitian ini, 9 Oktober 2018. ]  [52:  Op.Cit., Hal 240. ] 

Sedangkan tujuan pembinaan di LAPAS sama, yakni membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Dengan adanya perbedaan latar belakang dan unsur-unsur pidana padahal pembinaan bertujuan sama maka dibutuhkan pembinaan yang sesuai dengan setiap tindak pidana tersebut. Narapidana tindak pidana korupsi misalnya, dengan latar belakang berpendidikan tinggi, berpengalaman sebagai pejabat/ professional/ ahli, dengan tingkat ekonomi yang baik tentu membutuhkan pembinaan yang berbeda dari narapidana tindak pidana umum yang diberikan bimbingan vokasional. 
Pembinaan juga perlu dibedakan berdasarkan jenis pidananya. Terpidana mati jika tidak memperoleh perubahan pidana melalui upaya hukum biasa maupun luar biasa, dan tidak pula mendapatkan grasi, maka akan dieksekusi mati, tidak dikembalikan kepada masyarakat. Sedangkan bagi narapidana penjara seumur hidup, juga tidak akan dikembalikan kepada masyarakat. Sedangkan bagi Narapidana penjara sementara waktu, setelah menyelesaikan pidanannya, maka akan dikembalikan kepada masyarakat. Dengan adanya perbedaan ini, maka diperlukan pembinaan yang sesuai dengan jenis pidananya. Bagi terpidana mati mungkin lebih membutuhkan pembinaan mental daripada vokasional. Keterampilan vokasional agi terpidana mati hanya berguna untuk memperoleh penghasilan melalui karya yang dilakukannya selama menunggu eksekusi, yang penghasilannya dapat digunakan untuk keperluan dirinya maupun keluarganya. Sedangkan bagi Narapidana penjara sementara waktu, keterampilan vokasional selain bermanfaat untuk diri dan keluarganya selama menjalani pidananya, juga akan bermanfaat setelah kembali kepada masyarakat.    
Terpidana mati memiliki karakteristik yang khusus dibandingkan dengan narapidana, yakni tekanan psikologis atas pidana mati dan rentang waktu menunggu putusan berkekuatan hukum tetap serta eksekusi. Dengan demikian, Lapas seharusnya memiliki instrumen pembinaan khusus terhadap terpidana mati. Selama terpidana mati menjalani pembinaan di Lapas, penilaian dapat dilakukan atas perubahan terpidana mati menjadi pribadi yang lebih baik serta penyesalan atas perbuatannya. 
Satu-satunya instrumen yang terstandarisasi untuk melakukukan pembinaan kepada narapidana dan terpidana mati hanya Penelitian Kemasyarakatan (Litmas). Namun sayangnya Litmas masih terbatas pada diri narapidana dan terpidana mati, lingkungan dan orang sekitar. Litmas  baru digunakan untuk pembebasan bersyarat berdasarkan PP 32 sekarang PP 1999. Salah satu instrumen yang dapat dimanfaatkan adalah memfungsikan wali narapidana, yakni  petugas yang membina secara intensif narapidana atau terpidana mati.
Sejalan dengan posisi Komnas HAM yang mendorong penghapusan pidana mati maka Komnas HAM mendorong penghapusan pidana mati ini melalui RKUHP. Merespon kenyataan politik hukum di Indonesia atas pidana mati yang belum dapat dihapuskan maka Komnas HAM mendorong moratorium terhadap putusan dan eksekusi pidana mati, walaupun moratorium atas putusan pidana mati pun belum terjadi. Setidaknya melalui Kajian ini Komnas HAM merekomendasikan moratorium eksekusi pidana mati dengan memanfaatkan waktu terpidana selama berada di LAPAS melalui pembinaan khusus yang berorientasi pada perubahan pidana mati menjadi pidana penjara sementara waktu. 
Pembinaan terpidana mati ini harus memperhatikan spesifikasi jenis tindak pidana, jenis kelamin, usia, dan latar belakang terpidana mati. Jenis-jenis tindak pidana merujuk pada peraturan perundang-undangan yang memuat ancaman pidana mati. Namun demikian diantara jenis tindak pidana tersebut, setidaknya tindak pidana narkotika, tindak pidana terorisme, dan/atau tindak pidana pembunuhan berencana merupakan tindak pidana yang umumnya dijatuhkan kepada terpidana mati. Dengan demikian, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) sebaiknya menggunakan pendekantan berdasarkan jenis tindak pidana pada ketiga tindak pidana tersebut. Pembinaan berdasarkan jenis kelamin dan usia dapat dilakukan sebagaimana instrument HAM yang telah mengaturnya. Pembinaan berdasarkan latar belakang terpidana mati dapat mencakup latar belakang pendidikan, social, dan ekonomi terpidana mati sehingga pembinaan dapat sesuai dengan kebutuhan dan minat terpidana mati, yang diharapkan akan mendorong efektifitas tercapainya tujuan pembinaan melalui berbagai kegiatan yang dijalani oleh terpidana mati selama berada di LAPAS. Kegiatan dimaksud harus menjangkau bukan hanya aspek keterampilan dan pengetahuan, namun juga psikologis terpidana mati.
Walalupun berdasarkan peraturan perundang-undangan, pembinaan di LAPAS menjadi tanggung jawab Ditjen PAS, namun demikian pembinaan di LAPAS kedepannya, terlebih lagi pembinaan kepada terpidana mati, harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti Komnas HAM, lembaga-lembaga HAM non-negara, akademisi, psikolog, dan lain-lain. Pelibatan ini diharapkan dapat menunjang berbagai aspek pendekatan yang dilakukan dalam pembinaan terpidana mati.   

Perubahan Pidana Mati menjadi Pidana Penjara Sementara Waktu
Upaya untuk merubah pidana mati menjadi pidana alternatif harus didasarkan pada dasar hukum serendah-rendahnya berupa undang-undang. Hal ini dikarenakan terkait dengan penjatuhan pidana pada setiap orang yang diputuskan bersalah oleh Pengadilan atas tindak pidana tertentu.  Adapun Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang telah masuk dalam pembahasan antara Pemerintah Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sejak 2014, sampai sekarang belum juga berhasil disahkan. Padahal ketentuan pidana mati sebagai pidana alternatif, diatur dalam RKUHP tersebut. Tentu Bangsa Indonesia mengharapkan terbentuknya RKUHP yang mampu melindungi hak asasi setiap orang, termasuk hak atas keadilan. Selama menunggu disahkanya RKUHP, maka perihal merubah pidana mati sebagai pidana alternatif ini dapat difasilitasi melalui pembentukan Undang-Undang mengenai Pidana Mati sebagai Pidana Alternatif. 
Adapun Undang-Undang mengenai Pidana Mati sebagai Pidana Alternatif mengatur mengenai syarat dan prosedur mengajukan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara sementara waktu. Sedangkan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup tidak direkomendasikan, karena tidak dapat mencapai tujuan pemidanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
Adapaun syarat yang dapat ditentukan antara lain terpidana mati telah melalui sepuluh tahun masa menunggu dan memperoleh penilaian baik selama masa menunggu tersebut. 
Yang dimaksud dengan sepuluh tahun masa menunggu dihitung sejak putusan pengadilan tingkat pertama yang memutus pidana mati dan/atau pidana lainnya. Yang dimaksud dengan pengadilan tingkat pertama memutus pidana lainnya, karena bias saja pidana mati justru bukan dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama, namun pada tingkat banding dan/atau kasasi, namun untuk mengitung masa menunggu sepuluh tahun tetap dihitung sejak putusan pada tingkat pertama. Penggunaan durasi waktu sepuluh tahun sejak putusan tingkat pertama bertujuan untuk mempercepat penilaian yang akan menentukan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara sementara waktu. Hal ini bertujuan agar jika pidana mati dapat dirubah menjadi pidana penjara sementara waktu, maka dapat meminimalisir masa pidana penjara sementara waktu bagi Narapidana tersebut. 
Sepuluh tahun berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya dari berbagai disiplin ilmu, merupakan waktu yang dianggap cukup untuk menilai ada atau tidaknya perubahan seorang Terpidana Mati untuk menjadi manusia yang lebih baik sehingga dapat mencapai tujuan pemidanaan, yakni sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Penilaian ini haruslah menggunakan instrumen yang secara spesifik sesuai dengan kondisi Terpidana Mati dengan mempertimbangkan tindak pidana yang dilakukan. Pertimbangan tindak pidana yang dilakukan Terpidana Mati menjadi sangat penting karena setiap tindak pidana yang berdasarkan undang-undang diancam dengan pidana mati dilakukan oleh pelaku yang berbeda-beda karakteristiknya baik secara ideologi, pendidikan, modus operandi, maupun dampak yang ditimbulkan. Pada tindak pidana terorisme misalnya, Terpidana Mati biasanya mempercayai ideology tertentu yang tertanam sangat kuat pada dirinya, berpendidikan tinggi, cukup dan/atau rendah, menggunakan modus operandi yang canggih sehingga tidak dapat dideteksi oleh intelijen, dan berdampak luas bukan hanya kepada korban langsung, akan tetapi kepada masyarakat dan juga Negara. Pada tindak pidana narkotika misalnya, Terpidana Mati biasanya bekerja secara sistem jaringan bukan hanya lokal dan/atau nasional, namun juga global, didukung oleh kekuatan modal besar, dan berdampak luas bukan hanya kepada korban pengguna narotika, namun juga kepada masyarakat dan Negara. Sedangkan pada tindak pidana pembunuhan berencana, Terpidana Mati beragam latar belakang pribadinya, modus operandi biasanya lebih sederhana daripada kedua tindak pidana di atas, dampak terbesar ada pada korban langsung tidak secara umum kepada masyarakat dan/atau Negara.
Pertimbangan berdasarkan tindak pidana ini menjadi dasar metode dan substansi pembinaan kepada Terpidana Mati. Dengan demikian diharapkan dalam waktu sepuluh tahun tersebut LAPAS berhasil membina Terpidana Mati sehingga perubahan pidana dari pidana mati menjadi pidana sementara waktu dapat diajukan.
Adapun prosedur yang dapat ditentukan dalam Undang-Undang Pidana Mati sebagai Pidana Alternatif yang terpenting adalah Terpidana Mati dapat memohonkan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara sementara waktu berdasarkan rekomendasi LAPAS yang berisi penilaian LAPAS atas pembinaan yang telah dijalani selama menunggu di LAPAS. Permohonan tersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang memutus pidana mati atas Terpidana Mati tersebut. Ketua Pengadilan Tingkat Pertama membentuk Majelis Hakim yang akan mempertimbangkan dan memutus diterima atau tidaknya permohonan perubahan pidana mati menjadi pidana sementara waktu tersebut. Jika permohonan diterima, maka putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Sedangkan jika permohonan tidak diterima, maka Terpidana Mati dapat menggunakan jalur hukum biasa sampai dengan luar biasa, dan juga grasi sebagaimana prosedur hukum biasanya sampai dengan putusan pidana mati tersebut berkekuatan hukum tetap atau diampuni Presiden  sebagai Kepala Negara. Selama pidana mati belum berkekuatan hukum tetap maka permohonan merubah pidana mati menjadi pidana penjara sementa waktu dapat dimohonkan kembali dalam kurun waktu dua tahun kemudian. Kurun waktu dua tahun mempertimbangkan waktu yang cukup untuk Terpidana Mati menjalani pembinaan kembali untuk kemudian memperoleh rekomendasi penilaian kembali oleh LAPAS, yang diharapkan dapaat kemudian dikabulkan permohonan tersebut oleh Majelis Hakim.

SIMPULAN
Penggunaan istilah Terpidana Mati dan Narapidana yang berbeda konsekuensi hukumnya seharusnya diselaraskan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga LAPAS dapat berperan efektif dalam pembinaan keduanya. Pembinaan yang dilakukan LAPAS terhadap Terpidana Mati maupun Narapidana seharusnya didasarkan pada pertimbangan tindak pidana yang dilakukan dan jenis pidana yang dijatuhkan, selain pertimbangan umur dan jenis kelamin sehingga dapat efektif mencpai tujuan pemidanaan. 
Pembinaan atas terpidana mati dalam kurun waktu sepuluh tahun dinilai cukup untuk menilai perubahan Terpidana Mati menjadi manusia yang lebih baik, sehingga menjadi dasar bagi Terpidana Mati untuk memohon perubahan pidana mati menjadi pidana penjara sementara waktu. Hal-hal terkait mengenai perubahan pidana mati menjadi pidana penjara sementara waktu harus diatur dalam undang-undang.


SARAN
Kajian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia membentuk Undang-Undang mengenai Pidana Mati sebagai Pidana Alternatif. Pemerintah Republik Indonesia selanjutnya membuat peraturan perundang-undangan pelaksana atas Undang-Undang tersebut yang meliputi antara lain sistem pembinaan warga binaan LAPAS, serta prosedur dan syarat permohonan pidana mati menjadi pidana penjara sementara waktu.
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